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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadapan lda Sang Hyang Widhi Wasa yang selalu menuntun, mambimbng
sarta memberikan anugershmya-NYA pada kta semua sehingga Laporan  Keuangan Dinas
Eependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupsten Klungkumg Tahun Anggaran 2001 i dapat disusun
FPenyusunannys menupakan langkah awal dslam pengembangan Sistem Akuntansi Keuangan Daeerah
[5AKD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Datarm Negen No. 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengefolaan Keuangan Dasrah,

Fenomena vang dapal diematl dalam perkembangan sekior publik sekarang il adalah semakin
manguatnya turtutan good govarnance. Untuk mencapal good govarnanca, salah satu syarat yang harus
dipanuhi adaleh akuntsbditas oleh crganisasi eekior publlk separti pemerintah pusst dan deerah, wnit-unig
kerja pemerintah, departemen, dan lembaga-lembaga negara. Tuntutan akuentabilitas pubds terkat
dergan pedunya pamberan nformasi kepada publik, salah satunya adelah informasl berupa laporan
Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diterbitkan guna memenuhi amanat Standar Akuntarsi Permerintah
(5AP) sebagasmana ditetapkan dengan PP No. 71 tahun 2010 dan PP Nomor 24 fahun 2005 fentang
Laporan Keusngan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Kami meryadan bahwa Laporan Keuangan mi
belem secara sempurna menyajikan prinsip akuntabilitas dan transparansi seperli yang diharapkan,
ramun setidsknya dapat membarikan gamberan tentang hasil kinera yang felah dilskukan Dinas
Keapandudukan dan Pencatatan Sipd Kabupaten Kiungkung Tahun 2021

Semoga penerbitan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipill Kabupaten
Klungkung yang berakhir per 13 Mai 2021 ini dapat menjadi fonggak dasar bagi perubahan sisiem-
sisftenn lainnya di Kabupaten Klungkung, khususnya dalam pengebolaan Keuangan dasrah mawpun
bidang-bidang lainnya.

Semarapura, 18 Me
Kepala Dlnaﬂi(a pudukan dan

NIF‘ 19?&10213 'ITHE




BAEB |
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagai salah satu Satuan Keha Perangkal Daersh (SKPD) di lingkungan Pemaenntah Kabupaten

Klungkung Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencalatan Sipil Kabupalen Kiungkung Tahun

Anggaran 2021 disusun dengan maksud untuk memenuhi langgung jawab konstiusi sesual dengan

ketertuar UU Mo. 17 Tehun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, PP. No. 24 Tahun 20035, FP. No. 58 Tahun

2005, PP. No. 71 tahun 2010 dan Permendagn 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri 12

Tahun 2006 tentang Padoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedanghkan tujuan penyusunan Laporan

keuangan adatah uriuk

a. Memenuhi akuntabiltas publik, yaitlu memperanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan
pelaksanan kebijskan yang dipercayakan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatalan Sipil
Habupaten Khungkung

b. Menyadiakan Informasi keuangan secara komprehensf yang berguna bagl perencanaan dan
pengelolan keuangan permenntah daerah serta meningkatkan efekifitas pengendalian atse saluruh
aset, kewsjiban dan ekuitas dana.

€. Menysdiskan informasi keuangan yang ransparan kepada masyarakat dalam rangks mewujudkan
panyalanggaraan pemeriniahan yang baik.

1.2. Landasan _Huium Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keusngan tshun anpgaran 2021 dilaksanskan berfandaskan peda peraiwran
perundang-undangan sebagai berikut |

1 Undang-Undang Momor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indanesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286

2  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenteng Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomar 5, Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomar 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolsan dan Tanggung JawaD
Keusngan Negara (Lembaran MNegara Republik ndonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonasia Nomaor 4400);

4, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemariniahan Daatah (kembaran Negara Republ
Indonesia Tahun 2004 Nomer 125, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 4437);

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbengan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintshan Daerah (Lembaran Megara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438},

& Peraturan Pemerintsh Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemeriniahan (Lembaran
Megara Republk Indonesia Tahun 20056 Nomaor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
4a03),

7. Paraturan Pemerintah Nomor 58 tabun 2005 lentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005
Momaor 4578},

B Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penpeiolaan Keuangan
Diaarak.

S Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang perubahan stas Peraturan Menter
Dalam Meger Nomor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dasrah,

10. Peraturan Pemarintah Nomaor 71 tehun 2010 tertang Standar Akuntansi Femerintahan



11. Peraturan Menteri Dalam Megen Nomor 21 Tahun 2011 fentang penubahen kedua atas Peraturan

Menterl Dalam Megeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kauangan
Daerah.

1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajixan dengan sistemativa sebagai berikut :
Babl Pendahuluan
11 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
1.2 Landasan hukum penyusunan leporan keuengan SKPD
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKEFD
Bab Il Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
21, Ekonomi makro
2.2, Hebgakan Rewangan
23, Indikator pencapaian target kinera APBD
Bab lll Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
3.1. [Ikhtizar realisasi pencapaian target kinerja SKPD
2.2, Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian targel yvang lelah diletapkan
Bab IV Kebijakan akuntansi
41 Entitas akuntansifentitas petaporan keuangan dasrah SKPD
4.2 Basis akunians yang mendasan penyusunan laporan keuangan SKFD
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan kevangan SKPD
4.4, Pernerapan kebiakan akuntansi berkaitan dengen ketentuan yang ada dalam slandar
gkurtansl pemerintahan pada SKPD
Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD
51.  Rincian dan penjelesan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
£11 Pendapatan

512 Belana
513 Pembisyaan (khusus untuk SKPKD)
514 Asel

515 HKewajiban
516 Ehkuitas Dana :

52 Pengungkapan stas pos-pos aset dan kewsajiban yang timbul sahubungan dangan
penerapan basis akrual alas pendapalan dan balanja dan rekoensifiasinya dengan
panerapan basis kas, untuk antitas akuntansiantitas pelaporan yang menggunakan
basis akrual pada SKPD

Bab VI Penutup.



BAE i
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET
KINERJA APED

2.1. Ekonomi Makro

Kehijakan makro ekonomi daeran Kabupaten Klungkung tahun 2018 merupakan lindak lanjut dari hasil
kebljakan makro ekonomi yang telah dileksanakan tahun sebalumnya dengan terus mendorong upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakal dan menata perekonomian daerah dengan menyeimbangkan
kebjjakan dan langkah antera kebutuhan untuk mendorong perumbuhan dengan meningkatkan
pemerataan kesejahleraan.

Campak pembangunan bidang ekonom| & Kabupaten Kungkung akan tercermin melalui produk
domestik regional brulo (PDRB), yang mengoambarkan nilai tambah yang dhasilkan ohah sekior-sekior
ekonomi yang ada LUniuk malihat laju pertumbuhan ekonomi suatu daersh terentu pede umumnya
apergunakan laju periumbuhan Produk Domestik Regional Bruio (FDRE) Katupaten Klungkung pada
tahun 20189 mencapai 9,12 friliun (alas dasar harga barlaku) meningkat 656 miliar dari tahun sabelummya
Difihat dari kontribusi masing-masing secior dalam pambentukan PODRBE pada Tahun 2013 nampaknya
sakior pertanian, kehutanan dan perikanan masih mendominasi yaitu sebesar 21,0 persen. Hal ini
mengindikaskan bahwa perckonomian Habupaten Klungkung masin bercorak agraris,

Saktor lain yang juga cukup besar kontribusnya yalu saktor penyedia akomodasi dan makan minum
dengan nitai sebesar 14 58 parsen. Sektor ini manjadi panopang perekonomian Kabupaten Klungkung
dengan semakin  pesatnya perkembangan parnwisata i kabupaten i khususnya  wilayah
KecamatanNusa Perida. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klungkung dapat dilibhst dan laju
periumbuhan PORB atas desar herga konstan. Tahun 2021 nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44
parsen, menuwun darn tahun sebelummya.

2.2. Kebijakan Keuangan

Keuangan daereh dikelola secara tertib, taal pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, ransparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadian, kepatulan dan manfaat
untuk masyarakal yang dilaksanakan dergan sualu sistem yang lerintegrasi yeng diwujudkan dalam
Anggeran Pendapetan dan Belanja Dasrsh yang seliep tahun ditetapken dengan Peraluran Daerah,
Dalam rangka penyusunan APBD sebagasi dssar pengelolaan keuangan daersh selama fghun 2013
ditetapkan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daersh dan kebjakan pembiavesn daersh
Dalam usaha mendanal pembangunen dasrah  pencapaian larget realisasi pendapatan  daerah
diupayakan baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak dan refribusi daerah. Belanja Daerah
dirgaligasikan sesuai  dengan kelenluar-ketentuan pengelolasnm  keuwangan desersh  dengan
mengedepankan efisiensi, eleklif dan ransparan. Sedangkan pemblayaan daerah diperuntukkan uniuk
peryertaan modal pada lembaga keuangan dan koparasi.



E

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Hependudukan dan Pencatalan Sipil
Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 sebagai benkut

1, Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daersh

a. Penyusunan Dokumen Parencanaan Perangkat Daersh
b, Evalasi Kinera Perangkat Dasrah

2. Program Administrasi Keuangan Parangkat Daerah
a. Penyedigan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Hoordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulenan/Semesteran SKPD
3. Program Administrasi Kepegawaian Peranghkat Dasrah
a. Bmbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Program Administrasi Umum Perangkat Dasrah
a. Penyadiaan Perakatan dan Perdenghapan Kartor
b. Penatausshaan Argip Dmamis pada SKPD
5 Program Pelayanan Pendsaftaran Penduduk
a Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
b. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
e, Pencatatan. Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Paristiwa Kependudukan
6. Program Pelayanan Pencatatan Sipil
a Pencstaten Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen alas Palsporan Peristwa Penting
b, Peningkatan dalam Pelsyanan Pencatatan Sipil
7. Program Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

a. Pelayanan Secara Akill Pendaftaran Peristwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penling
Tarkan Pancatatan Sipil

8 Program Pangumputan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajlan Dalabase
Kependudukan

a Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
b. Kerjasama Pemanfaaatan Data Kependudukan

8. Program Penyelonggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
a, Faasilitasi Terkait Pengalolaan Informasl Adminisirasi Kependudukan

Realisasi pancapaan target kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Klungkung sampal dengan 13 Meai 2022 mencapai 100 % dan realisasi pencapaian targed kinerja program
dan kegiatan yang dilsksanakan Dinas Kependuduksn den Pencatatan Sipil Kabupalen Klungkung
umumnya mendakati angka 100% dengan rala-rala capaian realisasi keuangan yaitu 9565 %.



BAB 1l
IKHTISAR PENCAFPAIAN KINERJA KEUANGAN 5KPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja SKPD

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Klungkung |

No.

Program/Kegiatan Belanja Langsung

Indikatar/
satuan

Realisasi

A

Frogram Perencanaan, Penganggsaran
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

El]ﬂ'l;ﬁ
IK (%)

_Pmngkat DH-EI'E]'I

Penyusunan Dokumen Perencanaan

3.618.850,00

3,594, 100,00

9932

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

251.009.150,00

217.248 900,04

86,55

- - N i

Daerah

Administrasi Keuvangan Peranghat

Penvediaan Gaji dan Tunjangan ASN

4.512.147 028,00

4345 775.421,00

100,00

| Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan BulananTriwulanan/Semesteran
SKPD

Administrasi Kepegawaian Pernngtll
Dacrah

9.293,700,00

0,293, 700,00

07 66

Bimbingan Tekms Implementas Peraturan | 266.278.398,00

Perundang-Undangan

240,758 668,00

9042

Frogram Administrasi Umum Peranghkat
Daerah

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis
pada SKPD

666.278.929.00

604.414 814,00

90,72

2,687.500,00

2.687 500,00

100,00

Frogram Pelayanan Pendaftaran
Penduoduk

Kegiatan Pendataan Penduduk Mon
Permanen dan Rentan Administrasi
Kependudukan

8.553.500,00

8.553 500,00

104,00

i{e-giétﬂn Pencatatan, Penatausahaan dan
Penerbitan Dokumen atas pendaftaran
Penduduk

133.660.200,00

133.310.200,00

90 74

¥

K.egiatan Pencatatan, Penatausahaan dan
Penerhitan Dokumen atas Pelaporan
Peristiwa Kependudukan

7.099.600.00

5.759.700,00

81,13

Program Pelayanan Pencatatan Sipil

Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan
Penerbitan Diokumen atas Pelaporan
Peristiwa Penting

26.046.950,00

| Pencatatan Sipil

Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan

16.565.000,00

24, 507.000.00

94,09

>

15.845.000,00

95,63 |




Program Pll:lytltnggirl:_ln Pencatatan
Sipil

Kepiatan Pelayanan Secara Aktif
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan
Pencatatan Peristiwa Penting Terkan
Pencatatan Sipil.

L.016.117.100,00

£0%,357.400,00

5987

Program Pengumpulan Data
Kependudukan dan Pemanfaatan dan
Penyajian Database Kependudukan

Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data
Eependudukan

7293842100

71.589.800,00

98,61

Kegiatan Kerjasama Pemanfaaatan Data
Kependudukan.

6.13 1.700,00

5.681.600,04

91,65

Program Penyelenggaraan Pengelolaan

Informasi Administrasi Kepeadudukan

K.egiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan

21.729.300,00

21.229 500,00

97,70

JUMLAH :

7.030.970.316,00

6.326.891.803,00




3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
K lungkung vaitu : tidak ada hambatan




BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan shkuntansi disusun untuk mengatur atsu sebagal pedoman dalam pemyusunan dan penyajian
pelaporan keusngan daerah. Laporan keuangan SKPD adatah laporan pertanggungjawaban SKPD atas
kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan
yang sesuai dengan standar skuntansi heuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berakunya
Peraturan Pemerntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP 58 Tahun
2005 tentang Pengelolean Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Megeri Momor 13 Tahisn
2006 serta Peraturan Menteri Dalam Megeri Mo. 59 Tahun 2007 lentang Pedoman Pengelolsan
Keuangan Daersh, maka kebjakan skuntansi yang mendasari penyusunan |aporan keuangan tahun
2020 juga mengalami perubahan.

4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD

Laporan keuangan tahun anggaran 2021 disusun berdasarkan data keuangan yang kami siapkan selaky
entitas akuntansi, yakni selaku Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dimana Dinas Kepandudukan
dan Pancatstan Sipil  Kabupaten Klungkung sebagai salsh saiu SKPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Klungkung Dalam pelaksanaannys SKPD melaksanakan kebiskan akuntansi yang telah
digariskan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung melaiui Badan Pengelolsan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung selaku Pejabat Pengelols Keuangan Daarah (PPKD).

Basis akuriansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerirtah Kabupaten Klungkung adalah
bass kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembisyaan dalam Laporan Realisasi Anggaran
dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca

Basis kas untuk Leporan Realisasi Anggaran berarli bahwa pendapatan dan penedimaan pembiayaan
diakul pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakul pada
saal kas dikeluarkan dar kes daerah. Pemerintah daerah fidsk menggunakan istilah laba, melamkan
menggunakan sisa parhilungan anggaran (lsbilvkurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan
anggaran lerganiung pada seliséh realisasi pendapatan dan pembiayaan penaerimaan dengan balanja dan
pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual unfuk Maraca berari bahwa aset, kewajiban dan ekultas dana diakui dan dicatal pada saat
terjadinya transaksi atau pada sast kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan
Permariniah Daerah, bukan pada sast kas diterima alau dibayar oleh kas deerah.



4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilal uang untuk mengakul dan memasukan seliap pos dalam
laporan keuangan pemerintsh daerah menggunakan nilai perolenan historis. Aset dicatat sebesar
pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilal wear dari imbalan yang diberikan untuk memperaleh
aset tersebut. Kewaijiban dicatat sebasar Nilai Rupiah.

Pengukuran pos-pos leporan keuangan menggunakan mata uang ruplah. Transaksi yang manggunakan
mata uang asing harus dikenversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) yang

dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada
dalam standar akuntansi pemerintahan pada SKPD

Penyusunan dan penysjian Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kungkung Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuniansi Pemerintahan (SAF) yang telah
ditatapkan dengan Peraturan Pemerintah MNomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntans:
Pamerintahan. Dengan damikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan telah diterapkan kardah-kaidah
pangalolzan keuangan yang sehat dilingkungan Pemeriniah Kabupaten Klungkung.



BAB V
PENJELASAN POS5S-POS LAPORAN KEUANCAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

Elemen Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

1. Penjelasan Pos Belanja

o221 2020

a. Belanja Operasi Rp_6.237.491.803,00 Rip 5.8688,608,866,00

Belanja operasi adalah pengaluaran anggaran Dinas Kependuedukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Klungkung uniuk kegialan sehari-hari pemerintan yang membari manfaat jangka
pendak. Pada Tahun Anggaran 2021 realisasi enggaran Belanja Operasi Dinas Kependudukan
dan Fencatatan Sipil Kabupaten Klungkung adalah sebesar Rp. 5.888.608 866,00 atau 36 31 %
dari anggarannya sebesar Rp. 5101 .318 830,00 dengan rincian sebagai Derikut:

Lirasar Anggaran | Rp | Realisagi (Rp) | Sefizih | Rp) %
Balanja Pagawai 451214702800 | 434577542100 18637160700| 963
Belanja Barang 241881329800 | 189171638200 527.096.916,00| 787]
Jumiah 6.930.060.326,00 | 6,237.491.803,00 693.468.523.00 | §9,00
. 2021 - 2020 -
b. Belanja Modal Ep. 100.000.000.00 Rp. 365.455,. 700,00

Pada Tahun Anggaran 2021 realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp 69.400.000,00 atau
B340 % dari anpgarannya sebesar Rp, 100,000.000,00 dengan rincian sebegai barikut

Uraian Anggaran (Rp ) | Realisasi{Rp ) Selisih {Rp ) ;]
Balanja Modal PM. 100.000.000,00 8BS 400,000,000 10.800.000,00 89.40 |
Pangadaan
Parsonal Komputar

Jumlah 1 (M, M), (WME, DD B9, 400,00, ) LOGO0.D00,00 | 89,40




| Elemen Laporan Operasional

1. Penjelasan Pos Pendapatan - LO
a. Pendapatan Asli Daerah - LO

2021 2020

1. Pendapatan Pajak Daersh — LD Rp. 0,00 Rp. 0,00
Tidak ada penenmaan pendapatan pajak daerah - LO pada Dinas Kependudukan dan
Perncatatan Spil Kabupatan Klungkung

2021 2020
2. Pendapatan Retribusi Daerah — LO Rp. 0,00 Rp. 0,00
Tidak ada panerimaan retribusi daerah - LO pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll
Kabupaten Klungkung.
2. Penjelasan Pos Beban
a. Beban Operasi 2024 2020

Beban Pegawai— L0 Rp. 4.605.656.544,00 Rp. 4.307.780.187,00
Beben Pegewai adelah beban atas kompansasi, baik dalam bantuk uang maupun basang yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yeng diberkan kepada pejabat
negasa, Pagawal Neger Sipil (PNS) ), dan pegawal yang dipekerjakan oleh pemerintah yang
belum berstatus PMNS sebagal imbalan atas pekeraan yang telah dilsksanekan
Beban pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klunghung pada Tahun
2021 dengan rincian sebagai berilout

Uraian Jenis Beban Tahun 2021 (Rp ) | Tahun2020 (Rp) | " LU
Beban Gajl dan Tunjéngan-LO | 244848519000 | 258231408200 (514)]
oeoan Tambahan Penghasian | 215616135400 |  1.690.442,853,00 27 55
Beban Honorarlum Non PNS 0,00 35,023, 252,00 (100)
Jumiah 4.605.656.544,00 4.307.780.167.00 6.91

- 2021 _ 2020

1. Beban Barang dan Jasa Rp. 2.008.303.113.00 Rp.1.341.942.761,00

Beban barang dan jasa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuoatan Klungkung pada
Tahun 2021 dengan rincian sebagail berikut



Uraian Jenis Beban Tahun 2021 Tahun 2020 | Maik (Turun) |
. - %
Beban Bahan habis Pakai T168.945 106,00 | 201.050.850,00 147 02
'Beban Persadiaan BahanMaterial 0,00 7 135 .000,00 (100)
Beban Jasa Kantor 366 403.007,00 | 36674 450,00 15,70
Beben Perawatan Kendaraan 0,00 16314300, 00 (100)
Barrmotor _
Beban Cetak dan Penggandaan 0,00 180.475. 790,00 (100}
Beban Makanan dan Minuman 0,00 £ 400.000,00| {100
Beban Pesjalanan Dinas Dalam 310.685.000,00 | 298 800.000,00| 3,04
Negeri o
Beban Pemalinaraan Peralatan dan 17.870.000.00 85529 766,00 {79,11)
| Mesin
| Beban uang untuk diberikan kapada 594 500.000,00 125,000 000,00 375,60
| pihak ketiga/masyarakal .
Beban Barang Inveniaris Non 0,00 14.562 595,00 {100
Kapitalisasi e I
Jumilah 2.008.303.113,00 | 1.341.942.761,00 49,66

3. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan Alat Kantor, Gedung Tempat Keria Dinas Kependudukan dan Pancatatan
Sipil Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 377 014 197 .00

4. Baban Amortisasi
Beban Amortisasi Aset Tidak Barwujud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Klungkung pada tahun 2021 masing-masing Rp. 4.000.000 00

Elemen Laporan Perubahan Ekuitas

1.

4.

Ekuitas Awal

Milgi ekuitas Dinas Kepandudukan dan Pancatatan Sipil Kabupaten Kungkung pada tanggal 1
Januari 2021 adalah masing-masing sebasar Rp. 2 776,763,931 -

Surplus/ Defisit = LO

Jumlah Surplus/ defisit - LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah
sehesar (Rp 6994 673854 00) Surplus/ defisit - LO merupakan selisih antara surplusidefisit
kegiatan operasional, suplusidefist kegiatan non operasional, dan pos luar biasa,

Koreksi Ekuitas Lainnya

Milai Koreksi Tahun Baralan Saldo Tehun 2021 Rp. (145.500.000.00) yang merupakan Mutasi
Asel SKPD Dalam Negeri.

Ekuitas Akhir

Milgi ekuitas Dnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal
31  Desember I021 adalsh masing-masing sebesar Rp 211068188000




1.

Elemen Neraca

Penjelasan Pos Asat
a. Aset Lancar
2021
1. Persediaan Rp. 178.777.204.00

2020

Bp. Z86.125.710,00

Saido Persedizan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 178.777.204,00 merupakan
persediaan barang habis pakai yang ada pada Dinas Kependudukan den Pencatatan

Kabupalen Klungkung, dengan rincian sabagai berikut

| Uraian I Jumiah |Rp)
I Barang Cetakan 34 885 204 0O
Balanjs ATK 141.561.000,00 |
o - 2 331.000 00
ik 178.777.204 00
b. Aset Tetap

Aset Tetap milk Dinss Kependudukan dan Pencatatan Sipi Kabupaten Kiungkung per 31

Desamber 2021 sebasar Rp.2.360.868.733 00 lercn can |

No Uraian Jumiah (Rp)

1 Tanah ' §75.000.000,00
2 Peralatan dan Mesin 4,436,501 528,00
3 (Gedung dan Bangunan 2572 23693200
4 Jalan Irigasi dan Jaringan 0,00
5 Asat Tetap Lainnya 2.500,000,00
6  Konsiruksi dalam Pengerjaan 0,00
7 Akumulasi Pemyusutan (6.625.349.727.00)

Jurmnlah 2.360.888.733,00
2021 =
1. Tanah Bp. __975.000.000,00 Bp. ___975.000.000.00

Merupakan tanah milik Pamerintah Ksbupaten Klungkung pada Dinas Kependudukan
dan Pancataian Sipd yang digunakan untuk kepenfingan pemerintahan dan pelayanan
publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupsten Klungkung per 1

Desember 2021,



Uraian Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2020 975,000.000,00
Sakdo awal ars.mu.um.tﬁ'_
Mutasi tambah (pengadaan tahun 2021) :
Mutasi Kurang - _ -
Jurmlah 875.000.000, 00
2021 2020
Peralatan dan Mesin  Rp. 4.436.501.626,00 Rp.4.347.101.528,00

Marupakan Peralatan dan Masin milik Pemerintah Kabupaten Kiungkung pada Dinas
Kepandudukan dan Pencatatan Sipil par 31 Desambar 2021 yang terdwi dan Alat
Angkutan, Alat Bengkel dan Alal Ukur, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio dan
Komunikazi, Alat Leboratorium, Alat-alat Perenjataan/Keamanan

" Saldo per 31 Desember 2020 4.202.301.528,00
Il Saldo awal 4.202.301 528,00
Mutasi Tambah (pengadaan 2021) N 80,400.000,00
Mutas| Tambah (mabil Inava dari Sekretariat 145.500.000,00

DaarahI'PFh;D} )
Mutasi Kurang (Koreksi Pencatatan) (700,000,00)
Jumiah 4,436.501.528,00

2021 2020

Gedung dan Bangunan  Rp. 3.587.773.832,00 Rp. 3.687.773,932,00

Merupakan gedung dan bangunan milik Pemerntah Kabupaten Kiungkung yang berada
pade Dines Kependudukan dan Pencatalan Sipil Kabupaten Klungkung per 3
Deasember 2021

Uraian Jumiah (Rp)

5aido per 31 Desember 2020 3 687.773.932,00 |
Woreksi tambah (kurang) 0,00
o Saldo awal ' 3587 773.932.00
Mutasi Tambah (pengadaan 2021) 0,00
Mutasi Tambah 0,00
Jumiah 3.687.773.932,00




201 2020

4. Jalan, Irigasi dan Rp. 0,00 Bp. 000
jaringan

Merupakan Jalan Figasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Klungkung pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipdl per 31 Desember 2021, yang terdin car Jalan,
Jembatan, Bangunan Al (Irigasd), Instalasi dan Jaringan,

Uraian Jumilah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2020 0.00
Koreksi lambah (kurang) aritmatika .00
Saldo awsl 0,00
Mutasi Tambah (pengadaan 2021) 0,00
Jurmdah 0,00
e
5.  Aset Tetap Lainnya Rp. __ 2.500.000,00 Bp___2.500.000,00

Merupakan Aset Tetap lain yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung pada Dinas
Kepandudukan dan Pancatatan Sipil per 31 Desembar 2021, yang terdin dari
Buku/Barang Perpustakaan, Barang Bercorak Seni Budaya dan Olah Raga.

Uralan Jumiah (Rp)
Saldo per 31 Desembear 2020 250000000
Koreksi tambah (kurang) aritmatika 0,00
i Saldo awal 2 500.000,00
Mutasi Tambah (pangadaan 2021)  noo
Jumiah E.EW.WH.Ml

2021
6. - Rp. 000  Ro. 0,00

Fengerjaan
Jumilsh tersabut merupaken Kontruks Dalam Pengenaan vang sudah sekesal dan sudah
manjedi Aset Tetap 21 Desember 2021.



Uralan Jumilah {Rp)
| Saldo per 31 Desember 2020 0.00
Koreks: tambeh (kurang) aritmatica 0,00
' Saldo awal 0,00
 Mutasi Tambah (pengadaan 2021) 0.00
Jumilah -}.ml
2021 2020 o
6. Akumulasi Penyusutan (Rp.6.625.349.727,00) (Rp.6.103,536.530,00)

Jumigh tersabul merupakan akumulasi penyusutan saluruh asel tetap sampan dengan
tenggal 31 Desember 2021, yang dihiung dengan melode garls lurus, dengan
mampertimbangkan sisa umur ekonomisfeknes. Uraian secara lengkap mengenal asel
tetap yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
sampai dengan 31 Desember 2020 disajikan tersandiri.

b. Aset Lainnya
2021 2020
1. Aset Tidak Berwujud Rp. _220.712.800,00 Rp. 4.000.000,00

Merupakan Niai Buku Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten
Klungkurg per 31 Desember 2021 yang berada pada Dinas Kependududkan dan
Percatatan Sipil Kabupaten Kiungkung berups Sistern Oparasi SIAK dengan harge
perolehan Rp. 220 712.800 - dan skumulasi amortisasi sebesar Rp. 220.712.800.-

2021 <020

2. Amortisasi Rp. {220.712,800.00} Rp.(216,712.800,00)
Merupakan Amortisasi untuk Asat Tidak Berwujud yang dimiiki Pamerintah Kabupaten
Kiunghung per 31 Desember 2021 yang berada pada Dinas Kependudukan dan
Fencatatan Sipil Kabupaten Kungkung.

3. Asct lain-lain Bp. 0,00 Ep. 0,00
Ada Asel lain-ain pada Dines Kependudukan dan Pencatstan Sipil Kabupaten
Kiungkung Tahun 2021 dengan harga perolehan Rp. 0,00,- dan nilai buku sebesar Rp.
0,00



3. Penjelasan Pos Kewajiban

a. Utang Beban
Uraian 2021 2020 |
Lisfrik B. T34 413 00 5481, 550 00
Telapon 122018200 122676000
Air = 103.00000 | 12000000
Utang Tunjangan Kinena 42091748200 |  161.036.358,00
- Jumiah 428.984.067,00 | 168.864.708,00

3. Penjelasan Pos Ekuitas

2021 _ 2020
a. Ekuitas Rp, 2.110.581,660.00 (Rp. 2.796.215.745.00)

Ekuitas adalah total kekayaan barsih yang dimiliki Permerintah Kabupstan Kiungkung
pada Dinas Kependudukan dan Pencalatan Sipll Kabupaten Klungkung yang per K3
Desember 2021  yang merupakan selisih antara asel dan kewsjiban pada tanggal
laporan.

5.2. Pengungkapan informasi atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja
dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas
pelaporannya yang menggunakan basis akrual pada SKPD

Pamerintah Kabupaten Klungkung tidak menarapkan basis skrual atas pendapatan dan belanja, seluruh
nilai-nilal dalam Laporan Reslisasi Anggaran Pendapatan dan Belamja Deerah (APBD) disajlkan dengan
hasis kas Sehingga tidak perlu dilakukan rekonsiliasi dengan basis kas. Pos-pos asel dan kewanbarn
yang timbul karena penerapan basis skrual Pos-pos asel seperti Sewa dibayar dimuka, Biaya dibayar
dimuka, laba yang masih harus diterima, dan pos kewajiban saperl, Utang bunga, laba diterima dimuka
simbul mumi karena penerapan besis akrual pada pos aset dan kewajiban dan tidak mempangaruhi pos-

pos pandapatan dan belanja.



BAEB Vi
PENUTUP

Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten yang luasnya terkedl kedua sefelah Kota Denpasar dar 9
Kabupaten/Kota di Bali. Memiliki wilayah seluas 315 km, yang terdir darl daratan seluas 112,16 km2 dan
kepulauan seluas 202,84 km2. Leteknya berbatasan dengan Kabupaten Ganyar dissbelah Barat
Kabupaten Bangh disebelah Utara, Kabupaten Karangasem disebelah Timur dan Samudra India disebelah
Selatan.

Sebagal sebuah kabupaten, Klungkung dibentuk berdasarkan Undang-undang RI Mo. 69 Tahun 1958
Tenang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wiayah Daerah-daerah Tingkat T Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pusat pemerintahan Kabupaten Klungkung tedetak di kota
Klungkung sekaligus sebagai [bu kota. Kabupaten Klungkung merupakan daerah otonom yang menjadl
bagian dari Provinsi Ball,

Pemerintah Kabupaten Klungkung merupakan baglan integral dari Pemerintah Republik Indonesia. Sesuai
dengan Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004, sebagal daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Klungkung
mempunyal kewenangan untuk menysenggarakan pemerintahan daerah  yang mengatur dan mengunus
sendirl urusan pemerintahan menurut asas obonomi dan tugas pembantuan, diarahian uniuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalul peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demaokrasi, pemerataan,
kaadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistemn Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sumber dana menjalankan fungsi aktivitas pemerintahan berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan
Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan serta pendapatan bagl hasil dan Provinsi. Dana PerimbDarsgan
antara lain Dana Alokasi Umum (DALY, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan
Pajak. Penggunaan dana adalah untuk menunjang belan@ operasi, belanja maodal, bagi hasil kepada daerah
bawahan dan pembiayaan.



